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TINJAUAN UMUM TENTANG TRAFFICKING

Definisi dan Unsur-unsur Trafficking

Definisi trafficking adalah konsep dinamis dengan wujud yang berubah
dari waktu kewaktu, sesuai perkembangan ekonomi, sosial dan politik. Sampai
saat ini tidak ada definisi trafficking yang disepakati secara internasional,
sehingga banyak perdebatan dan respon tentang definisi yang dianggap paling
tepat tentang fenomena kompleks yang disebut trafficking ini.!

Misalnya Caouette memberi batasan tentang perdagangan sebagai suatu
perekrutan dan transfortasi orang atau sekelompok orang di dalam dan melawati
perbatasan nasional menggunakan kekerasan terhadap orang lain. para korban
dirayu,ditipu,diculik atau dalam berbagai cara diakali untuk masuk prostitusi.?

Menurut  Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang (PTPPO) pasal 1 ayat 1, dedinisi trafficking adalah tindakan perekrutaan,
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan
seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, penyekapan,
peyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi
bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh peretujuan dari orang yang

memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara

! Nurani, Trafficking: Sebuah Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Elsaq Press,
2011), 299.

2 These M Caouette, Needs Assesment On Cross Border Trafficking In Women And
Children In The Mekkong Sub Region ( Bangkok: Thailand, 1998), 9.
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maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang
tereksploitasi.®

Pada tahun 1994 PBB mendefinisikan trafficking sebagai pergerakan dan
penyelundupan orang secara sembunyi-sembunyi melintasi batas-batas negara dan
internasional, kebanyakan berasal dari negara berkembang dan negara-negara
yang ekonominya berada dalam masa transisi, dengan tujuan untuk memaksa
perempuan dan anak-anak masuk ke dalam sebuah situasi secara seksual maupun
ekonomi terkompresi, dan situasi eksploitatif demi keuntungan perekrut,
penyelundup, dan sindikat kriminal seperti halnya aktivitas ilegal lainnya yang
terkait dengan perdagangan (trafficking), misalnya pekerja rumah tangga paksa,
perkawinan palsu, pekerja yang diselundupkan dan adopsi palsu.*

Menurut resolusi senat AS no. 2 tahun 199, trafficking adalah salah satu
atau lebih bentuk penculikan, penyekapan, perkosaan, penyiksaan, buruh paksa
atau praktek-praktek seperti perbudakan dan menghancurkan hak asasi manusia.
Trafficking memuat segala tindakan yang termasuk dalam proses rekruitmen atau
pemindahan orang di dalam ataupun antar negara, melibutkan penipuan , paksaan
atau dengan tujuan menempatkan orang-orang pada situasi penyiksaan atau
eksploitasi seperti prustitusi paksa, penyiksaan dan kekejaman luar biasa, buruh di

pabrik dengan kondisi buruk atau pekerja rumah tangga yang dieksploitasi.”

¥ Zunly Nadia, “Perlindungan Kehidupan Perempuan Dalam Keluarga dan Masyarakat”
Dalam Jurnal Musawa , Vol. 10, No. 2, Juli 2011.

* Anonim, Human Right in Practice A Guide To Assist Trafficked Women And Children
(Bangkok: Global Alience Trafficking in Woman, 1999), 12.

®> Andi Yetriana, Politik Perdagangan Perempuan (Y ogyakarta: Galang Press, 2004), 21.
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Sebelum Undang-undang tindak pidana disahkan, pengertian tindak pidana

perdagangan orang (trafficking) yang umum paling banyak digunakan adalah

protokol PBB. Adapun menurut protokol PBB tersebut pengertian trafficking

adalah:

a.

d.

Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penjualan, penampungan atau
penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau
bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau
penyaalah gunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima
pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh
persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan
eksploitasi. Eksploitassi termasuk, paling tidak eksploitasi untuk melacurkan
orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau
pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan,
pengahambaa atau pengambilan organ tubuh.

Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud
yang dikemukakan dalam sub line (a).

Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang
anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang bahkan
jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam sub
babline (a).

Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.®

® Ruth Rosenberg, Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia (Jakarta:
USAID, 2003), 14-15.
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Pengertian di atas tidak menekankan pada perekrutan dan pengiriman yang
menentukan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana perdagangan orang,
tetapi juga kondisi eksploitatif terkait ke dalam mana orang diperdagangkan.

Dari pengertian tersebut ada tiga unsur yang berbeda yang saling berkaitan
satu sama lainnya, yaitu:’

1. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, pengiriman,
pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang.

2. Cara: menggunakan ancaman, penggunaan kekerasa atau bentuk-bentuk
paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, pemberian atau penerimaan
pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-
orang.

3. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitsi. Eksploitasi mencakup setidak-
tidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksplotasi
seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, pengahambaan atau pengambilan
organ tubuh.

Dari definisi di atas ada beberapa hal yang menjadi ciri utama dari
beberapa pengertian trafficking yaitu:

1. Adanya proses perekrutan, pengiriman, eksploitasi, pemindahan,
penampungan atau penerimaan manusia baik itu lintas wilayah maupun
negara.

2. Ada pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan

perempuan maupun anak untuk melakukan sebuah pekerjaan (dibayar atau

" Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),
21.
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tidak), sebagai hubungan kerja yang eksploitatif (secara ekonomi atau
seksusal), baik itu TKW, prostitusi, buruh manual atau industri, perkawinan
paksa, atau pekerjaan lainnya.

3. Ada korban baik perempuan maupun anak yang karena keperempuanan dan
kekanakannya dimanfaatkan dan di eksploitasi baik secara ekonomi maupun
seksual, guna kepentingan pihak-pihak tertentu dengan cara paksa, disertai
ancaman, maupun tipuan ataupun penculikan, penipuan, kebohongan,
kecurangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini termasuk juga
terhadap beberapa korban yang menyatakan persetujuan yang mana dipahami
bahwa situasi-situai tertentu yang mengakibatkan para korban setuju,
misalnya karena kebutuhan ekonomi, ada tekanan kekuasaan dan lain
sebagainya.

Melihat dari beberapa definisi yang telah dipaparkan tentang pengertian
trafficking di atas dapat diambil benang merahnya bahwa kategori trafficking akan
terpenuhi apabila memenuhi tiga unsur yaitu: proses, jalan atau cara dan tujuan.
Proses disni meliputi perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan dan
penjualan, sedangkan cara atau jalannya ialah dengan kekerasan,pemaksaan,
penipuan, kebohongan dan penculikan. Adapun tujuannya adalah untuk
eksploitasi, baik seksual atupun ekslpoitasi yang lain seperti perbudakan dan

menjadikan pelayan.
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Bentuk dan Modus Trafficking
1. Bentuk Trafficking

Seiring berjalannya waktu bentuk dan modus trafficking pun semakin
komplek, banyak model dan bentuk perdagangan yang dipergunakan agar
misi trafficking berhasil. Ini tidak dapat dipungkiri karena sudah menjadi
fenomena yang menjamur diberbagai belahan dunia termasuk Indonisia.

Adapun bentuk-bentuk tarfficking diantaranya adalah:

a) Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual dibedakan menjadi dua yaitu: Pertama,
eksploitasi seksual komersial untuk prostitusi. Misalnya perempuan yang
miskin dari kampung atau mengalami perceraian karena akibat kawin
muda atau putus sekolah kemudian diajak bekerja ditempat hiburan
kemudian dijadikan pekerja seks atau panti pijat. Korban bekerja untuk
mucikari atau disebut juga germo yang punya peratutan yang eksploitatif,
misalnya jam kerja yang tak terbatas agar menghasilkan uang yang
jumlahnya tidak ditentukan.® Korban tidak berdaya untuk menolak
melayani laki-laki hidung belang yang menginginkan tubuhnya dan jika
ia menolak maka sang mucikari tidak segan-segan untuk menyiksanya
karena biasanya mereka punya bodigard-budigard yang mengawasi
mereka. Kesempatan untuk melepaskan diri sangatlah sulit sekali,
sehingga korban bagaikan buah si malakama. Jika korban protes maka

mereka diharuskan membayar sejumlah uang sebagai ganti dari biaya

® Nurani, Trafficking, 303,
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hidup yang digunakan oleh korban. Dalam prakteknya korban dalam
posisi yang lemah dan diskenariokan untuk selalu tergantung atau merasa
membutuhkan aktor baik untuk kebutuhan rasa aman maupun kebutuhan
secara ekonomis.’

Kedua, eksploitasi non komersial, misalnya pencabulan terhadap
anak, perkosaan dan kekerasan seksual. Banyak pelaku pencabulan dan
perkosaan yang dapat dengan bebas menghirup udara kebebasan dengan
tanpa dijerat hukum. Sementara perempuan sebagai korban harus
menderita secara lahir dan batin seumur hidup bahkan ada yang putus asa
dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, ada juga yang karena tidak
sanggup menghadapi semuanya terganggu jiwanya. Di Indonesia
keberadaan perempuan yang dijerumuskan ke dalam prostitusi yang
diperdagangkan seksualitasnya dan perempuan yang digunakan untuk
memproduksi bahan-bahan pornugrafi merupakan fakta yang tidak
terbantahkan. Dalam banyak kasus, perempuan semula dijanjikan oleh
pihak-pihak tertentu untuk bekerja sebagai buruh migran, pembantu
rumah tangga, pekerja restoran, pelayan toko, dan lain sebagainya. tetapi
kemudian dipaksa pada industri seks pada saat mereka tida pada daerah
tujuan.

Eksploitasi seksual baik yang komersial maupun yang non

komersial kedua-duanya sama-sama menjadi penyakit penyebar HIV dan

% Suyanto, Perdagangan Anak Perempuan, Kekerasan Seksual dan Gagasan Kebijakan
(Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM
dengan Ford Foundation, 2002), 25.
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AIDS, sebuah virus yang menggerogoti sistem kekebalan tubuh sehingga
jika seseorang sudah tertular maka kekebalan tubuhnya sudah tidaki ada
lagi. Dari tahun ke tahun penularan penyakit ini perkembangannya
semakin pesat, yang tertular tidak hanya di kalangan masyarakat kota tapi
juga sampai ke pelosok desa seperti papua.

Ini adalah masalah yang sangat besar, satu sisi agama dan negara
mencegah dengan peraturan-peraturannya namun disisi lain kejahatan
semakin merajalela dan semakin canggih.

b) Pekerja Rumah Tangga

Pembantu rumah tangga yang bekerja baik di luar maupun di
dalam wilayah Indonesia dijadikan korban kedalam kondisi kerja yang
dibawah paksaan, pengekangan dan tidak diperbolehkan menolak
bekerja. mereka bekerja dengan jam kerja yang panjang, upah yang tidak
dibayar.'

Selama ini juga pekerja rumah tangga tau yang disebut pembantu
tidaklah dianggap sebagai pekerja formal melainkan sebagai hubungan
informal antara pekerja dan majikan, dan pekerjaan kasar yang tidak
membutuhkan keterampilan. upah yang diterima sangat rendah dibawah
UMR vyang tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan, dimana
jam kerja yang sangat panjang, tidak ada libur, bahkan banyak yang tidak
ada waku untuk istirahat. Perlakuan yang lebih buruk lagi adalah mereka

diperlakukan layaknya budak, baik ketika menyuruh suatu pekerjaan atau

1 M. Shofwan, “Trafficking Perempuan dalam Hadis: Kajian Ma’a>ni Hadi>th”,
Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009. him, 19.
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dalam hal makan, di mana mereka diberi makan yang sedikit dan tidak
memenuhi standar gizi yang dapat memberikan asupan tenaga, dilarang
menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya bahkan di luar negeri
seringkali majikan dan agen menyita paspor TKW agar tidak bisa kabur
jika mereka diperlakukan oleh semua majikan karena ada juga majikan
yang baik dalam memperlakukan pembantu rumah tangganya bahkan
menganggapnya sebagai keluarga.
c) Penjualan Bayi

Di sejumlah negara maju, motif adopsi anak pada keluarga
modern menjadi salah satu penyebab maraknya incaran trafficker.
Keluarga modern yang enggan mendapatkan Kketurunan dari hasil
pernikahan menjadi rela mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk
mengadopsi anak. Kebutuhan adopsi massal itulah yang menyebabkan
lahirnya para penjual bayi, calo-calo anak dan segenap jaringannya.

Di sisi lain, negara-negara berkembang masih dipenuhi warga
miskin dengan segala persoalannya, yang kemudian menjadi sasaran
pencarian anak-anak yang akan diadopsi melalui proses perdagangan.
Misalnya hilangnya 300 anak pasca sunami di Aceh yang kemudian
dilarikan oleh LSM. Banyak pihak yang menduga anak itu dilarikan ke
Amerika."!

Selama tahun 2007, gugus tugas anti trafficking Menteri Negara

Pemberdayaan Perempuan (GTA MNPP) menemukan sekitar 500 anak

1 Shofwan, Trafficking., 18.
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Indonesia yang diperdagangkan ke Swedia. Para trafficker tidak hanya
mengambil anak-anak usia belita, usia sekolah dan remaja saja janinpun
bisa mereka tampung.

Dari sumber yang sama menyebutkan bahwa pada tahun 2003 di
perbatasan Indonesia-Malaysia harga orok bermata sipit dan berkulit
putih dihargai sekitar 18.000 -25.000 Ringgit Malaysia. Sedangkan untuk
orok bermata bundar dan berkulit hitam dihargai 10.000-15.000 Ringgit
Malaysia.

Cara atau modus penjualan bayi bervariasi. Misalnya, beberapa
buruh migran Indonesia yang menjadi korban sebagai perkawinan palsu
saat di luar negeri, dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi
secara illegal. Dalam kasus lain, ibu rumah tangga Indonesia ditipu oleh
pembantu rumah tangga kepercayaannya yang melarikan bayi
majikannya kemudian menjual bayi tersebut kepasar gelap.

Jeratan Hutang

Jeratan hutang adalah salah satu bentuk dari perbudakan
tradiional, di mana korban tidak bisa melarikan diri dari pekerjaan atau
tempatnya bekerja sampai hutangnya lunas. Ini terjadi mislanya pada
para TKW, di mana ketika mereka berangkat ke negara tujuan dibiayai
oleh PJTKI dan mereka harus mengganti dengan gaji sekitar empat
bulanan yang padahal jika dihitung-hitung baiaya yang dikeluarkan oleh
PJTKI tidak sebanyak gaji TKW tersebut. Ini menjadikan para TKW

harus tetap bekerja apapun kondisi yang dihadapi di lapangan sampai
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habis masa kontrak. Karena itulah jeratan hutang dapat mengarah pada
kerja paksa dan membuka kemungkinan terjadinya kekerasan dan
eksploitasi terhadap pekerja.'?

Pekerja kehilangan kebebasannya untuk bekerja karena orang
yang menghutangkan ingin memastikan bahwa pekerja tidak akan lari
dari hutangnya. Meskipun secara teori mereka hutang tersebut dapat
dibayarkan dalam jangka waktu tertentu tetapi hutang tersebut akan terus
ditingkatkan sampai si peminjam tidak dapat melunasinya.

e) Pengedar Narkoba dan Pengemis

Dunia saat ini sudah diserang virus berbahaya yang namanya
narkoba. Narkoba sudah mengglobal di seluruh dunia dan sulit untuk
dicegah penyebarannya mulai dari kota besar sampai kepelosok desa.
karena secara materi hasil dari penjualan narkoba sangat fantastis
dibanding dengan pekerjaan atau bisnis apapun.

Inilah salah satu yang menyebabkan orang-orang terjun
kelingkungan mafia, karena satu sisi hasilnya sangat menggiurkan dan
disisi lain ia sulit menemukan pekerjaan yang layak dengan penghasilan
besar walaupun resikonya juga sangat besar. Kemudian juga
dimanfaatkan oleh bandar-bandar narkoba untuk mengedarkan pil
setannya juga menjadi penggunanya. Misalnya banyak kasus dalam
tayangan berita di mana muda mudi tertangkap menyeludupkan narkoba

termasuk heroin atau ganja tertangkap polisi. Mereka sangat sulit sekali

12 Nurani, Trafficking, 306.
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untuk membuka siapa yang ada dibalik mereka, karena biasanya mereka
sudah diikat dengan perjanjian untuk tidak membuka dan kadangkala
mereka sendiri tidak tau siapa pihak pertama atau pemilik barang haram
tersebut. Akhirnya merekalah yang harus menerima resikonya sementara
bandar narkobanya bebas melenggang.

Pekerjaan lain yang juga menjadi penyakit adalah adanya sindikat
bagi para pengemis. Banyak perempuan-perempuan di lampu merah yang
bahkan menggendong anak kecil dengan penampilan yang amat sangat
tidak layak untuk masa sekarang ini yang serba modern berburu kepingan
rupiah dari mereka-mereka yang punya rasa iba. Ternyata banyak
diantara mereka yang dikordinir dan ditempatkan ditempat-tempat yang
sudah ditentukan. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan kerja keras
dari semua pihak dengan sungguh-sungguh dan bukan penyelesaian yang
hanya bersifat formalitas belaka. Memang sudah ada upaya dari Dinas
Sosial tapi ini mungkin baru sedikit karena buktinya semakin hari
perempuan yang mengemis di jalanan makin banyak.

Pengantin Pesanan Pos (Mail order bride)

Kasus ini dapat terjadi salah satunya adalah karena tingginya
mahar yang diminta oleh pihak perempuan, sementara laki-laknya tidak
mampu secara ekonomi untuk memenuhinya sedangkan usia mereka
lebih dari cukup untuk menikah. Maka salah satu caranya adalah dengan
membeli perempuan dari luar negeri untuk dinikahinya karena tidak perlu

memberikan mahar yang besar dan lebih mau menuruti apa maunya si
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laki-laki. Ini dialami oleh seorang TKW dimana ia menceritakan bahawa
ial telah menikah dengan laki-laki asal timur tengah, namun ironinya
ketika perempuan tersebut hamil ia dipulangkan ke Indonesia dengan
tanpa sepersenpun diberi nafkah dan biaya persalinan.*®

Ada dua metode yang dikembangkan dalam melihat perkawinan
sebagai salah satu penipuan. Pertama, perkawinan digunakan sebagai
jalan penipuan untuk mengambil perempuan tersebut dan membawa ke
wilayah lain yang sangat asing, namun sesampai di wilayah tujuan
perempuan tersebut disalurkan dalam industri seks atau prostitusi.** Ini
sangat ironi sekali dan sangat bias gender, dimana seorang suami yang
harusnya berkewajiban mencari nafkah untuk keluarga justru sebaliknya
ia menghambur-hamburkan uang yang dikumpulkan istri. Mungkin ini
karena pihak laki-laki merasa ia sudah membeli si perempuan sehingga ia
menganggap bahwa perempuan itu adalah budaknya yang bisa bebas ia
perlakukan. Kedua, adalah perkawinan untuk memasukkan perempuan ke
dalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domistik
yang sangat eksploitatif bentuknya. Fenomina pengantin pesanan ini
banyak terjadi dalam masyarakat keturunan cina di Kalimantan Barat
dengan para suami berasal dari Taiwan walaupun dari Jawa Timur

diberitakan telah terjadi beberapa kasus serupa.”

3 Nurani, Trafficking,308.
 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang, 47.
** Ibid., 50.
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Data dari Pusat Studi Wanita Universitas Tanjung Pura, setiap
tahun kira-kira 50 perempuan kembali ke Singkawang dari Taiwan telah
mengalami kekerasan dan penipuan. Kekerasan dan penipuan yang
dilaporkan bermacam-macam yaitu dinikahkan dengan laki-laki yang
lebih tua, berlainan dengan apa yang diberitahukan sebelumnya atau
dengan laki-laki yang cacat mental atau fisik atau dinikahkan secara sah
sebagai perempuan simpanan atau menjadi pelayan tanpa bayaran atau
bekerja di pabrek dan dipaksa bekerja di prostitusi.*®

g) Donor Paksa Organ Tubuh

Perdagangan organ tubuh manusia kini semakin merajalela
seiring dengan kemajuan teknologi dibidang kedokteran, misalnya saja
teknologi cangkok jantung, ini biasanya dipesan untuk mereka para
penderita jantung yang berkantong tebal dan “turis cangkok” sebutan
untuk para pasien yang datang ke negara-negara miskin untuk membeli
organ tubuh orang-orang miskin. Di Indonesia, modus penjualan organ
tubuh ini beranika ragam, ada yang menjual karena terdesak kebutuhan
ekonomi, misalnya yang dilakukan seorang ibu demi memenuhi biaya
hidup, pendidikan bahkan untuk pengobatan penyakit anaknya ia rela
menjual organ ginjalnya atau juga yang dilakukan dengan cara menipu
sang donor. Bahkan ditengarai ada kasus pembubuhan dengan tujuan

mengambil organ tubuh korban kemudian dijual.

'° Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang, 50.



42

Modus lain adalah memanfaatkan organ tubuh para TKW yang
meninggal di luar negeri. Untuk kasus ini seringkali ketika jenazah
sampai di dalam negeri biasanya pihak keluarga tidak diperkenankan
meliahat atau membuka peti jenazah. Sebenarnya ini sering terjadi tapi
karena ketidak tahuan pihak keluarga akhirnya pihak keluarga hanya
menuruti saja, padahal mungkin saja jenazah yang cukup lama tapi juga
karena organ tubuh mayat sudah diambil untuk dijual yang mingkin saja
dilakukan oleh pihak majikan ataupun pihak rumah sakit yang sudah
bekerjasama dengan sindikat penjualan organ tubuh manusia.

2. Modus Trafficking
Dalam menjalankan operandinya para trafficker sering menggunakan
mudus berupa iming-iming. Di antara modus-modusnya antara lain yaitu:
a. Tawaran Kerja

Salah satu modus human trafficking yang sering dilakukan adalah
penawaran kerja ke luar pulau atau luar negeri dengan gaji tinggi. Pelaku
biasanya mendatangi rumah calon korbannya dan saat pemberangkatan
juga tanpa dilengkapi surat keterangan dari pemerintah desa setempat.
Cara tersebut dilakukan untuk menghilangkan kecurigaan sejumlah
pihak, termasuk memberi kemudahan kepada keluarga korban untuk
dapat diterima kerja tanpa harus mengurus sejumlah surat kelengkapan

kerja di luar daerah atau negeri. Dari pihak orang tua korban sudah tidak
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memperdulikan aturan atau kelengkapan surat-surat kerja karena sudah
termakan oleh bujukan pelaku."’

Modusnya adalah para calo atau perantara memberi iming-iming
bagi para korban dengan menawarkan bekerja di mall dan salon dengan
gaji besar. Selanjutnya korban diserahkan pada germo yang kemudian
dipekerjakan secara paksa sebagai wanita penghibur di tempat-tempat
hiburan malam.

Selain aspek pemaksaan yang menyalahi aturan, aspek upah juga
sangat merugikan para korban. Mereka hanya mendapatkan sedikit upah
dari transaksi. pdahal sekali kencan korban diberi uang oleh hidung
belang sekitar kurang lebih 500 ribu sekali kencan. Hal ini biasanya
dijadikan dalih oleh para germo sebagai pembiayaan fasilitas antar
jemput, baju, dan rias bagus serta modis agar lebih menarik.

b. Bius

Rayuan dan iming-iming pekerjaan bukan lagi menjadi modus
yang paling sering dilakukan dalam human trafficking, tetapi saat ini
orang bisa menjadi korban perdagangan manusia dengan kekerasan
seperti dibius.

Modus ini menggunakan kekerasan, cara modus ini berawal dari
penculikan terhadap korban, kemudian pelaku membiusnya dengan
suntikan ataupun dengan alat yang lain yang digunakan untuk membius.

Kemudian korban dibawa dan dipertemukan dengan sang bos. Setelah itu

" Shofyan, Trafficking, 20.
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korban diserahkan jaringan lainnya untuk dibawa ke negara lain tanpa

membawa paspor untuk dipekerjakan secara paksa sebagai pekerja seks.

Faktor-faktor Pendorong Terjadinya Trafficking

Terjadinya Trafficking baik itu berupa kasus kekerasan maupun
eksploitasi terhadap anak-anak dan perempuan disebabkan oleh beberapa faktor
khususnya di Indonisia diantaranya ialah sebagai berikut:
1. Faktor Ekonomi

Ekonomi yang minim atau disebut kemiskinan menjadi faktor
penyebab utama terjadinya Human Trafficking. Ini menunjukkan bahwa
perdagangan manusia merupakan ancaman yang sangat membahayakan bagi
orang miskin. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa rendahnya
ekonomi membawa dampak bagi prilaku sebagian besar masyarakat.
Ekonomi yang pas-pasan menuntut mereka untuk mencari uang dengan
berbagai cara. Selain itu budaya konsumvitisme, juga ikut andil menambah
iming-iming masyarakat untuk mencari biaya penghidupan. Semua ini
menjadikan mereka dapat terjerumus ke dalam prostitusi dan tindak asusila
lainnya.

Di sisi yang lain kurangnya lahan pekerjaan atau masih banyaknya
angka pengangguran melengkapi rendahnya pendapatan atau ekonomi
masyarakat. Keterbatasannya lahan pekerjaan yang dapat menampung
perempuan dengan tingkat keterampilan yang minim menyebabkan banyak

perempuan-perempuan menganggur sehingga kondisi inilah  yang
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dipergunakan dengn baik oleh para perantara yang menyarankan perempuan-
perempuan untuk bekerja. Mereka dijanjikan untuk bekerja di dalam Kota,
atau di luar negeri. Dalam bujukan tersebut, tidak dijelaskan secara detail
pekerjaan apa yang akan didapatkan. Biasanya para perantara hanya
memberikan iming-iming gaji atau upah yang besar. Tanpa disadari, korban
telah terjebak penipuan dalam hal ini sebagai pelayan seks.

Biasanya mereka bersedia bekerja di manapun ditempatkan. Oleh
karena itu ketika ada perantara yang menawarkan sebuah pekerjaan dengan
iming-iming upah atau gaji yang besar maka mereka akan menyambut dengan
senang hati tawaran tersebut. Tawaran ini selalu menjadi dewa penyelamat
untuk meneyelesaikan kondisi ekonomi. Namun pada hakikatnya hal tersebut
adalah sasaran empuk bagi para calo untuk dijadikan korban trafficking.

Pada wilayah anak-anak, putus sekolah menyebabkan mereka untuk
memaksakan diri mereka sendiri untuk memasuki dunia kerja. Mereka
dipaksa kerja untuk bisa meringankan beban keluarga. Tidak jarang anak-
anak menjadi korban eksploitasi seksual komersial dan trafficking terhadap
anak karena orang tua mereka sudah tidak sanggup lagi membiayai.

Keluarga yang miskin mungkin tidak sanggup untuk mengirim anak
mereka ke sekolah dan biasanya akan mendahulukan pendidikan bagi anak
laki-laki jika mereka hanya mampu mengirim sebagian anak-anak mereka ke
sekolah. Jika orang tua tidak mampu mencari pekerjaan, maka anak akan
mereka suruh bekerja diladang atau di pabrekatau di dalam situasi yang lebih

berbahaya serta jauh dari rumah seperti diluar kota atau di luar negeri.
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Melalui semua jalur ini, kemiskinan membuat anak dan perempuan semakin
rentan terhadap trafficking.

Pemaknaan ekonomi rendah juga bisa diaplikasikan pada orang yang
terjerat banyak hutang. Jeratan hutang tersebut yang pada akhirnya berujung
fenomina yang disebut “Buruh ljon”, yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan
oleh seseorang yang dianggap sebagai pembayaran hutang. Adapun kasus
jeratan hutang bisa terjadi pada siapapun. Pada kasus trafficking mudus yang
biasa terjadi dengan cara penipuan. Buruh migrah telah menempatkan diri
mereka dalam jeratan hutang. Di mana mereka setuju untuk membuat
pinjaman uang untuk membayar biaya perjalanan mereka. Korban hutang
tersebut kemudian harus bekerja sampai hutangnya lunas, biasanya tarfficker
meminta melunasi sesuai permintaannya. Ada yang sebagai pekerja seks,
pembantu rumah tangga dan masih banyak yang lain.

Kekerasan dan eksploitasi yang terperangkap dalam buruh ijon
bekerja pada rumah tangga sebagai pembantu atau penjaga anak, di
restauran,toko-toko kecil, di pabrek-pabrek atau pada industri seks. Tapi
menjadi rahasia umum apabila masih gadis maka melunasi dengan bekerja
sebagai pekerja seks.

Karena itulah jeratan hutang dapat mengarah pada kerja paksa.
Sedangkan kerja paksa membuka besarnya kemungkinan untuk kekerasan
dan eksploitasi terhadap pekerja. Pada kondisi seperti di atas, pekerja
kehilangan kebebasannya untuk bergerak karena orang yang menguasai

hutang ingin memastikan bahwa pekerja tidak berusah melarikan diri dari
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hutangnya. Bahkan para korban disembunyikan dari penegak hukum, polisi
dan masyarakat luas.

Pada akhirnya rendahnya ekonomi berujung pada penerimaan
pinjaman para calo agar mereka dapat bekerja akan tetapi mereka tidak
memahami bahaya yang akan menimpanya.

Posisi Subordinat Perempuan dalam Sosial dan Budaya

Seperti halnya kondisi pedagangan manusia yang terjadi di dunia,
untuk Indonisia penelitian-penelitia yang dilakukan di lembaga pendidikan
dan LSM menunjukkan sebagian besar korban perdagangan manusia adalah
perempuan dan anak-anak. Indonisia adalah suatu masyarakat yang
patrialkhal, suatu struktur komonitas dimana kaum laki-laki yang lebih
memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang mendegorasi
perempuan baik dalam kebijakan pemerrintah maupun dalam prilaku
masyarakat. Misalnya perumusan tentang kdudukan istri dalam hukum
perkawinan, kecenderungan untuk membayar upah buruh wanita di bawah
upah buruh laki-laki, atau kecenderungan lebih mengutamakan anak laki-laki
dari pada anak perempuan dalam bidang pendidikan, merupakan salah satu
refleksi keberadaan permpuan dalam posisi subordinat dibandingkan dengan
laki-laki.

Kondisi perekonomian yang lemah serta kontrusksi masyarakat yang
ada menempatkan hakperempuan dalam posisi yang lebih tidak
menguntungkan. Meskipun dalam pasal 3 perjanjian tentang hak Ekonomi,

Sosial dan Budaya tahun 1966 menyatakan bahwa adanya persamaan bagi
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laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak ekonomi, sosial dan budaya.
Namun kenyataannya HAM di Indonesia masih belum menyentuh
masyarakat karena masih kuatnya diskriminasi terhadap perempuan.

Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah juga sangat mempengaruhi kekerasan
dan eksploitasi terhadap anak dan perempuan. Banyaknya anak yang putus
sekolah, sehingga mereka tidak mempunyai skill yang memadai untuk
mempertahankan hidup. Implikasinya, mereka rentan terlibat kriminalitas.

Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2000 lalu melaporkan bahwa
34,0% penduduk Indonisia berusia 10 tahun ke atas belum atau tidak tamat
pendidikan dasar (SD) dan hanya 15% tamat SLTP. Menurut laporan BPJS
Tahun 2000 juga terdapat 14% anak usia 7-12 tahun dan 24% anak usia 13-15
tahun tidak melanjutka kejenjang pendidikan SLTP karena alasan ketidak
mampuan dalam hal biaya.

Melihat data di atas tampak bahwa mayoritas masyarakat Indonesia
masih banyak yang bertaraf rendah tingkatannya dalam hal pendidikan.
Rendahnya tingkat pendidikan serta minimnya keterampilan atau skill
menyebabkan sebagian besar dari permpuan menganggur serta menghabiskan
sebagian besar hidup dan waktunya di rumah. Dan pada akhirnya tidak
menghasilkan keuangan bahkan mengurani pemasukan.

Sebenarnya tidak hanya kaum perempuan yang menganggur akan
tetapi laki-laki juga mengalami hal yang serupa. Tampak bahwa setip tahun

ribuan orang meninggalkan kampung halamannya dan snak keluarganya demi
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mencari keja atau penghidupan yan lebih layak di daerah lain Indonesia atau
bahkan keluar negeri. Namun dari datas di atas menunjukkan bahwa kaum
perempuan yang paling banyak menganggur. Kedaan inilah yang
menyebabkan mereka menerima tawaran pekerjaan oleh para perantara yang
yang mereka tidak menyadarinya sebagai trafficker meskipun belum
menegtahui seberapa besar uapah atau gaji yang akan diterimanya.
4. Tidak Ada Akta Kelahiran

Sebuah studi yang dipublikasikan oleh UNICEF APADA mei 2002
yang lalu memperkirakan bahwa hingga tahun 2000 lalu, 37% balita
Indonesia belum mempunyai akta kelahiran. Pasal 9 konvensi mengenai hak-
hak anak menentukan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah
kelahirannya dan juga harus mempunyai nama serta kewarganegaraan.*®

Ada bermacam-macam alasan mengapa banyak anak tidak terdaftar
kelahirannyaa. Orang tua yang miskin mungkin merasa biaya pendaftaran
terlalu mahal atau mereka tidak menyadari pentingtnya akata kelahiran .
Banyak yang tidak tahu bagaimana mendaftarkan seorang bayi yang baru
lahir. Rendahnya registrasi. Kelahiran, khususnya di masyarakat desa menjadi
fasilistas perdagangan manusia.

Agen dan pelaku perdagangan memanfaatkan ketiadaan akta kelahiran
asli untuk memalsukan umur perempuan muda agar mereka dapat bekerja di
luar negeri. karena mereka tidak mempunyai dokumin yang disyaratkan,

maka mereka dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan.

'8 Nurani, Perdagangan, 319.
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Kebijakan yang Bias Gender

Perempuan di Indonesia umumnya menikmati kesetaraan gender di
mana hukum Undang-undang Dasar 1945 menjamin kesetaraan hak untuk
laki-laki dan perempuan. Indonisia juga telah meratifikasi beberapa konvensi
PBB yang menjamin kesetaraan hak bagi perempuan, antara lain rativikasi
konvensi untuk penghpusan deskriminasi untuk perempuan (CEDAW) pada
tahun 1984. Namun kenyataannya hukum perlindungan hanya di atas kertas
sedangkan prakteknya masih jauh dari yang diaharapkan. Kesetaraan gender
belum sepenuhnya terwujud, perempuan masih tertinggal secara sosial,
politik, dan ekonomi dari kaum laki-laki.

Adapun dalam hal pendidikan misalnya, ditemukan bahwa semakin
tinggi tingkat pendidikan, maka semakin lebar kesenjangan antara partisipasi
perempuan dan laki-laki. UU perkawinan tahun 1974 menaikkan usia
minimum bagi seorang gadis untuk meniah menjadi 16 tahun. Namun
pernikahan diusia lebih muda dimungkinkan dengan izin dari peradilan. UU
perkawinan secara hukum mengannggap mereka sebagai orang dewasa
sekalipun mereka masih di bawah 18 tahun. Undang-undang tersebut
menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak
mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdikari (pasal 45)
sekalipun tidak ada larangan bagi anak yang sudah menikah untuki
bersekolah, anak perempuan yang sudah menikah sangat jarang meneruskan

pendidikan mereka. Kenyataannya sekolah-sekolah formal untuk tingkat SMP
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atau SMA tidak menerima siswa yang sudah menikah, walaupun ada itu
hanya disekolah kesetaraan yang kejar paket B atau C.

Dalam bidang ketenagakerjaaan, hukum Indonisia memberikan
perlindungan de jure bagi perempuan di tempat kerja. Menurut hukum,
perempuan dilindungi dari diskriminasi berdasarkan gender atau karen
amenerima bayaran yang setara untuk pekerjaan yang sama, tidak dapat
diberhentikan jika menikahh atau melahirkan, tidak boleh mengerjakan
pekerjaan yang berbahaya dan harus diberikan cuti hamil.

Selain itu, kerentanan perempuan semakin tinggi setelah berserai,
khususnya bagi mereka yang memmiliki anak. Undang-undang perkawinan
dan peraturan-peratuan yang terkait mengizinkan laki-laki dan perempuan
bercerai untuk alasan yang sama. Namun peraturan tersebut menempatkan
perempuan yang bercerai dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam hal
tunjangan dari suami setelah perceraian terjadi.

Pengaruh Globalisasi

Pemberitaan tentang trafficking (perdagangan manusia), pada
beberapa waktu terakhir ini di Indonesia semakin marak dan menjadi isu yang
aktual, baik dalam lingkup domistik maupun yang telah bersifat lintas batas
negara. Perdagangan manusia yang paling menonjol terjadi khususnya yang
dikaitkan dengan perempuan dan kegiatan industri seksual, ini baru mulai
menjadi perhatian masyarakat melalui media massa pada beberapa tahun
terakhir ini. Kemungkinan terjadi dalam skala yang kecil, atau dalam suatu

kegiatan yang terorganisir dengan sangat rapi. Merupakan sebagian dari
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alasan-alasan yang membuat berita-berita perdagangan ini belum menarik
media massa paa masa lalu. Adapun pengaruh dari akibat globalisasi dunia,
Indonesia juga tidak dapat luput dari pengaruh keterbukaan dan Kemajuan di
berbagai aspek teknologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kemajuan di
berbagai aspek tersebut membawa perubahan pula dalam segi-segi kehidupan
sosial dan budaya yang diacu oleh berbagai kemudahan informasi. Dampak
negatif dari perrubahan dan kemudahan tersebut menjadi konsekuensi bagi
munculnya permasalahan-permasalahan sosial termasuk pada perempuan dan

anak, salah satunya adalah berkembangannya perdagangan seks pada anak.

Trafficking di Indonesia

Diskursus masalah trafficking perempuan atau anak di Indonesia bukanlah
hal yang baru. Sejarah mencatat bahwa perrmasalahan ini sudah menjadi pusat
perhatian sejak penjajahan kolonial Belanda di Indonesia. Dalam Kongres
Perikatan Perempuan Indonisia (KPPI) tahun 1932, tarfficking telah menjadi slah
satu fokus perubahan dalam forum tersebut pada saat itu, kongres
menanggulanginya dengan membentuk suatu lembaga baru di bawah institusi
PPPI yang bernama Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan
Anak. Kongres ini merumuskan rekomendasi tentang perdagangan perempuan
dan anak yang diyakini terkait langsung dengan persoalan kemiskinan yang

diderita mayarakat kolonial.'®

¥ Nurani, Trafficking, 311.
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PPII berkeyakinan ada hubungan yang yang signifikan antara persoalan
perdagangan perempuan dan pelacuran dengan problem kemiskinan rakyat petani,
yang pada saat itu hidup dalam belitan hutang, serta kondisi kerja yang buruk bagi
bauruh perempuan. Menurut Saskia Eleonora Wierengga, isu tentang trafficking
in woman and childrend merupakan entry point bagi gerakan perempuan dalam
melawan koonialisme. Kometmen PPl mengenai maalah perdaganagn perempuan
tidak hanya sebatas rekomendasi di kongres, tetapi juga ditindak lanjuti dengan
aksi konkrit mendirikan asrama perempuan sebagai tempat perlindungan bagi
perempuan terlantar dan mengembangkan kreasi perempuan.

Adapun menurut Hull, praktek perdagangan perempuan sudah terjadi
semenjak zaman penjajahan.’’ Pada masa penjajahan jepang perdagangan
perempuan bertujuan untuk memuaskan nafsu para serdadunya. Modusnya berupa
tawaran pekerjaan atau janji disekolahkan. Namun, para korban dibawa dari desa
ke kota untuk melayani hasrat seksual para serdadunya.

Perdagangan perempuan dan anak di Hindia Belanda tak terpisahkan dari
realitas ekonomi politik kolonial yang makin eksploitatif dengan makin
terbukanya tanah-tanah Hindia Belanda untuk perkebunan. Kapitalisme
perkebunan mendorong mobilitas penduduk untuk kebutuhan tenaga kerja. Mulai
saat itulah berbondong-bondong orang jawa diberangkatkan ke Sumatera dan
Suriname untuk dipekerjakan sebagai buruh perkebunan. Dan mulai saat itu
pulalah  muncul komplek-komplek porstitusi di wilayah-wilayah seputar

perkebunan dan para pekerja seks juga berasal dari jawa.

% Terence H. Hull, Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya ( Jakarta:
Kerjasama Pustaka Sinar Harapan dengan Ford Fondation, 1997),2.
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Fenomena historis lain juga yang menggambarkan kerentanan perempuan
terhadap eksploitasi adalah tumbuh suburnya “nyai” pada masa itu, jumlah
perempuan Eropa yang berada ditanah Hindia Belanda sangat sedikit dibanding
kaum pria Eropa yang merupakan tenaga inti dari kekuasaan kolonial. Kondisi ini
menyebabkan terjadinya praktek pergundikan terhadap perempuan loka. Dan
praktek perundikan ini banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat kolonial.

Satu hal yang tidak terlupakan adalah sejarah sedih perempuan Indonesia
yang menjadi jagun lanfu yaitu sebagai obyek seksual oleh tentara jepang pada
perang Dunia Il. Hal semacam ini jelas merupakan tindakan trafficking in Woman
and children atas nama perbudakan seksual untuk tujuan perang. Dari hal
tersebut, dapat dilihat bahwa permaalahan trafficking di Indonisia telah ada sejak
berdirinya Negara Indonesia.

Dari perspektif sejarah, kita telah melihat bahwa masalah perdagangan
perempuan dan anak sudah merupakan masalah publik yang berjalan seiring
dengan pembentukan negara bangsa Indonesia ini. Fenomena perdagangan
perempuan dan anak di Indonesia bukanlah hal yang baru karena akar trafficking
ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka.

Perdagangan manusia memang bukanlah suatu hal baru di atas muka bumi
ini, bahkan di negara-negara yang kini dianggap sebagai negara besar, pada
awalnya banyak berhutang pada penduduk negara miskin dan lemah yang dibawa
secara paksa untuk bekerja diperkebunan atau pabrik-pabrik. Malah perbudakan
merupakan sejarah hitam umat manusia yang bahkan juga telah direkam dalam

kitab-kitab suci. Sejarah juga telah mencatat berbagai peperangan yang
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disebabkan oleh isu perbudakan, misalnya yang terjadi antara Amerika Utara dan
Selatan paa abad yang lalu atau yang terjadi pada saat abad keempat di Timur
Tengah.

Dengan makin beradabnya manusia, perbudakan tidak kemudian menjadi
menghilang. Secara yuridis formal memang demikian, karena tidak sataupun
negara lagi yang mengakui dan mentolerir perbudakan. Akan tetapi tidak berarti
bahwa fenomena ini sudah menghilang seluruhnya dari muka bumi. Komunitas
internasional masih mengenarai adanya kegiatan setara dalam bentuknya yang
lebih modern yang kemudian dinamakan sebagai bentuk-bentuk perbudakan
kontemporer (Kontemporary Form of slavery).

Pada masa sekarang perkembangan perbudakan ini beralih menjadi
perdagangan pada jenis manusia yang dilemahkan yaitu perempuan dan anak.
Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan
terburuk dari kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, dan juga
termasuk sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran Haka Asasi Manusia (HAM).
Demikian seriusnya masalah ini, sehingga PBB melalui Officeof The Higgh
Commisioner of Human Rights mengeluarkan Fact Sheet no. 14 dengan judul
yang sma, Contemporary Forms of Slavery 1. Menurut laporan Francis T Miko
dari Congressional Research Service USA, satu hingga dua juta manusia setiap
tahun diperkiraan diperdagangkan diseluruh dunia untuk industri seks dan
perbudakan, 50.000 diantarana dilakukan di Amerika Serikat. Perdagangan
manusia disinyalir merupakan keuntungan ketiga terbesar bagi organisasi kriminal

di dunia setelah bisnis narkoba dan senjata. Laporan itu juga menyatakan korban
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terbesar dari perdagangan gelap ituberasal dari negara-negara Asia Tenggara dan
15.000 dari Asia Selatan. Menurut laporan pemerintah Amerika Serikat dalam
Trafficking in Prsons Report for 2006, Indonesia masuk dalam kategori Tier 2
“Watch List”. Dalam kategori ini, Indonesia telah berusaha memberikan
perlindungan kepada korban trafficking sesuai standar the Trafficking Victims
Protection ct of 2000 (TVPA). Namun di sisi lain di Indonesia terdapat peningatan
jumlah korban trafficking secara signifikan. Indonesia berada satu kategori

dengan negara Cambidia, China, Malaysia, Macau dan Taiwan.?

2! Nurani, Trafficking, 314.



